SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN T IMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan adanya penambahan jenis, merek, type dan
nilai jual kendaraan bermotor yang belum dilakukan
penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor
perlu melaksanakan ketentuan Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2018, periu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Pemberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956  tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 5594);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 341);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 612);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0l
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
01 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 48) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi
Kalimantan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 08 Tahun 2014);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);



Menetapkan

12.

13.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 23);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR
PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018.

Pasal 1

Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2018

tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsti

Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 6) diubah, sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 1l yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

(1) Dalam hal terdapat Kendaraan Bermotor dengan jenis, merk type dan
nilai jual tahun pembuatan 2018 yang belum tercantum dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 beserta perubahannya, maka
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajukan permohonan
penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) kepada Menteri Dalam

Negeri.



(2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri belum menetapkan dalam jangka waktu
7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan sebagimana yang
dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan
Timur dapat menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juni 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 26 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. HJ.MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH, PROV. KALTIM

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006



42 -,

M. JENIS : SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 3

NO KODING MEREK TYPE TH BUAT NJKB BOBOT |  DP PKB

1 2 3 4 5 6 7 B

1 | 70267501725 |APPKTM HM150 M/T 2018 9,400,000 1,0 9,400,000
2 | 70267501825 [APPKTM HM200 M/T 2018 10,300,000 1,0 10,300,000
3 | 70267500225 [APPKTM TM150 ZH M/T 2018 9,800,000] 1,0 9,800,000
4 | 70267500125 |APPKTM TM200 ZH M/T 2018 11,200,000 1,0 11,200,000
5 | 70267500325 |APPKTM TM460 ZH M/T 2018 21,500,000 | 1,0 21,500,000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTQ, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 26 Juni 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK [SHAK
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